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ABSTRAK
Hawoko, Papang. 2010. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang.Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Suhadi, S.H., M.Si. II. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 147 Hal.
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Pelaksanaan pengadaan tanah melalui subsistem pelepasan hak atas tanah bertujuan untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu : (1) Bagaimana pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang, (2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam rangka proses pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis atau sosio legal research. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan (observation), dan wawancara (interview).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut: penetapan lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kemudian di lanjutkan dengan pembentukan panitia pengadaan tanah yang berdasarkan pada Keputusan Walikota Semarang Nomor 593/01/2009. Panitia pengadaan tanah bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi untuk menjelaskan mengenai manfaat maupun tujuan pembangunan waduk kepada masyarakat sekaligus memperoleh kesedian dari pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya. Sementara itu, untuk mengetahui jumlah masyarakat selaku pemilik tanah panitia pengadaan tanah mengadakan rekapitulasi hasil identifikasi dan inventarisasi pemilik tanah, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan musyawarah untuk menetapakan bentuk dan/atau besarnnya ganti rugi, lalu dilakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat selaku pemilik tanah dan yang terakhir dengan melakukan permohonan hak atas tanah bagi instansi yang memerlukan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Mengingat kepentingan pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (non-profit), akan tetapi, pembangunan Waduk Serbaguna Jatibarang merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang yang diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam rangka penanganan banjir, pemenuhan kebutuhan air baku, penggerak kegiatan ekonomi kawasan (pariwisata, perikanan, pertanian, dan energi), wahana pendidikan lingkungan, serta manfaat lainnya
Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 serta ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum  dan diperkuat dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 593/01/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Semarang Nomor 593.05/241 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Semarang. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengadaan tanah masih menyisakan beberapa persoalan dengan masyarakat selaku pemilik hak atas tanah dan bahkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah telah terabaikan.

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis yaitu Perlunya meningkatan penyuluhan lebih menyeluruh kepada masyarakat selaku pemilik hak atas tanah dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai tujuan maupun manfaat pembangunan waduk, hendaknya tim penilai harga tanah untuk mengkaji ulang sistem ganti rugi tanah dan melakukan kualifikasi harga tanah sesuai dengan letak tanah maupun tingkat kesuburan tanah tersebut dan Sebelum dilaksanakan proses pembebasan lahan oleh panitia pengadaan tanah hendaknya masyarakat selaku pemilik hak atas tanah tidak terburu-buru untuk melepaskan tanahnya kepada para spekulan tanah. Disamping nilai beli yang sangat rendah secara tidak langsung akan merugikan para pemilik hak atas tanah itu sendiri.
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